
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERKARA PERSELISIHAN HASIL 

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 

 

ABSTRAK Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 

2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, 

pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 

Nomor 128-10- 08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 

sebagaimana 3 diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 

30 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan 

Nomor 107-10- 08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

Dasar Hukum Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko 

adalah : 
 

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi  dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 474 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara 

Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang 

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-

KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai 

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. 

 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 

2019 : 

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

Catatan : Putusan ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019 

 


